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BUPATI SAMBAS
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-FOKOK PENGELOLAAN

Menimbang :

Mengingat :

—

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

a. bahwa Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah

diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor
4 Tahun 2008;

. bahwa dengan adanya perubahan terhadap beberapa

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penvesuaian
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4
Tahun 2008;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Neposisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang



15.

16.

17.

18.

19,

20,

21.

22,

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
diubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585],;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S272);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Megeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor
4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS



MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN
2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 angka 35 diubah dan ditambah 6 (enam) angka yaitu
angka 82, angka 83, angka 84, angka 85, angka 86 dan angka 87, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Angka 35

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKFD
sebagai dasar penyusunan APBD.

Angka 82

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannyva dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Angka 83 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut

Belanja Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah
merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non
personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program
wajib belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 84 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yvang
dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

Angka 85 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik vang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.



Angka 86 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sistern Akuntansi Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai  dengan pelaporan keuangan dilingkungan
organisasi pemerintahan daerah.

Angka 87 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Angka B8 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
meliputi :

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

azas umum dan struktur APBD;

penvusunan rancangan APBD;

penetapan APBL,

pelaksanaan APBD;

perubahan APBD;

pengelolaan Kas;

penatausahaan keuangan daerah;
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
kerugian daerah;
. pengelolaan keuangan BLUD;

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah;,
kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD;
kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
104, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pa=sal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan
di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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4, Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6}, sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1}

(2]

13)

(4

15)

(&)

Pasal 11

Pejabat pengguna anggaran /pengguna barang dalam melaksanakan
tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja
pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi,
rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKFPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna

anggaran.

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen.

5. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (4] dan ayat (3],
sehingga berbunyi sebagai berikut

(1}

Pasal 41

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d
digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa kepada :

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah daerah lainn,

c. Badan Usaha Miliki Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan



(2]

(3)

(4]

()

(6]

d. Badan, lembaga, dan organisasi Kemasyarakat yang berbadan
hukum Indonesia;

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau
jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memenuhi
kriteria paling sedikit:

a, peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.,

6. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2]

13

(4)

(5)

Pasal 42

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
daerah vang bersangkutan.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan,

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meneruskan
hibah vang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yvang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;



b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial vang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

¢. vang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah  pusat dan/atau pemerintah daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(6] Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan
yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian
yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesual
peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Belanja bantuan sosial sebagaiman dimaksud dalam Pasal 36 huruf e
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat
sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
kelompok/anggota masyvarakat.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan
peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3] Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak
mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan
tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(4} Dihapus.
8. Ketentuan diantara Pasal 44 dan pasal 45 ditambah 1 (satu] pasal yaitu
Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44A

Tata cara pENganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah
dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

9, Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa



{2

(3]

(4]

dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh
pemerintah daerah pemberi bantuan.

Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau
anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan,

10. Ketentuan Pasal 51 ayvat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1]

12]

Pasal 51

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b
digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premm
asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah /gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain
pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta
pengadaan barang vang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual
kepada masvarakat atau pihak ketiga.

11. Ketentuan diantara Pasal 53 dan Pasal 54 ditambah 1 (satu) pasal yaitu
Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1]

(2)

Pasal 53A
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat mengikat dana
anggaran:
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun
jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus memenuhi kriteria sekurang-kKurangnya;

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 [(duabelas) bulan;
atau



12.

13.

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman  benih/bibit, penghijauan, pelayanan  perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota
kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan
KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan
tahun jamak.

(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan
Bupati berakhir.

Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64

Hasil penjualan kekayvaan daerah vang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) huruf ¢ digunakan antara lain untuk
menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah /BUMD dan hasil
divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 70 ayat (3) diubah dan ditambah ayat (8) dan avat (9),
sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yvang dapat segera
diperjualbelikan /dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas
dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 [duabelas]
bulan.

{2} Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12
{duabelas} bulan vang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian
surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat
perbendaharaan negara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran
investasi vang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 [duabelas)
bulan vang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen

(4] Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada avat (3) antara
lain surat berharga yvang dibeli pemerintah daerah dalam rangka



mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga
untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha,
surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga
hubungan balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak
dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka
pendelk.

(5] Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada avat (3] bertujuan
untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah
dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan
aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan
usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah
daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan
kepada masvarakat.

(6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau
surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai
dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah
dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan
modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan
menengah,

(7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8] Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban wyang telah
tercantum dalam peraturan daerah penyvertaan modal pada tahun-
tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah
tentang penyertaan modal,

(9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penvertaan modal yvang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan
peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

14. Ketentuan Pasal 83 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 83

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 disusun dengan
tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan vang

disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan



¢, menvusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program, kegiatan.
15. Ketentuan Pasal 84 ayat (2] diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 84

{1} Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(2] Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh TAFD
hersama Badan Anggaran DFRD.

(3) Rancangan KUA dan rancangan FPAS yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada avat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

16. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berilkut :
Pasal 94
(1) Pada SKPKD disusun REA-SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program / kegiatan,

(3] RKA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

17. Ketentuan Pasal 97 ayat {1) dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 avat (1) dilengkapi dengan lampiran yang
terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran APBD; dan

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian  obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat
penjelasan sebagai benkut:

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;



b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja vang bersifat
khusus dan/fatau sudah diarahkan penggunaannya, sumber
pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan

c. untuk pembiayvaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan
pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan
pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

18. Ketentuan Pasal 102 avat (1), ayat (2] dan ayat (3) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, maka Bupat
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya.

(2] Pengeluaran setinggi-tingginva sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk belanja yvang bersifat mengikat dan belanja vang
bersifat wajib.

(3] Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah vang cukup untuk
keperluan dalam tahun anggaran vang bersangkutan, seperti belanja
pegawai, belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga.

19. Ketentuan Pasal 110A ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 110A
(1] Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
(2] DPA-SKPD memuat program/kegiatan.
{3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan

sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga;

c. Penerimaan pembiavaan dan pengeluaran pembiayvaan daerah.
20. Ketentuan Bagian Keempat dihapus.
21. Ketentuan Pasal 154 dihapus.

22, Ketentuan Pasal 156 ayat (8) diubah, dan diantara ayat (8) dan (9)
disisipkan avat 3 (tiga) ayvat yaitu avat (8a), avat (8b}, avat (8c), sehingga
berbunyi sebagai berikut :



(1)

(2]

(3]

(4]

(3]

(&)

(7)

(8)

19

Pasal 156

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1]
huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran vang belum tersedia anggarannya, vang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Pendanaan keadaan darurat vang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakulkan
dengan cara;

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas vang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD,

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat vyang
anggarannyva belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnyva yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannva perubahan
APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannva, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.



(10} Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat
(11) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPA SKPD oleh FPKD setelah memperoleh
persetujuan Sekretaris Daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Bupat.

23. Ketentuan diantara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 1 {satu) Pasal yaitu
Pasal 185A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 185A

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 185 huruf a terdiri atas:

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan
keuangan vang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAP;dan
b. pengaturan vang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAF.
24, Ketentuan diantara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu

Pasal 186A, Pasal 186B dan Pasal 186C, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 186A

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 ayat (2) memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi
dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,
posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian
laporan keuangan.

(2) Penvajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;

d. laporan operasional,

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 186B



(1} SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 ayat (1) terdiri atas:
a. sistemn akuntansi PPKD; dan
b. sistem akuntansi SKPD.

(2) Sistem akuntansi PFKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan- Laporan Operasional, beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan
koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan
laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-Laporan Operasional, beban, pendapatan-LREA, belanja,
aset, kewajiban, ekuitas, penyvesuaian dan koreksi serta penyusunan
laporan keuangan SKFPD.

Pasal 186C

(1) Peraturan Bupati yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan Peraturan Bupati
vang mengatur SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184
menerapkan SAP berbasis akrual.

(2] Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat
mulai tahun anggaran 2015.

25. Ketentuan Pasal 190 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 190

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)|
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 disampaikan
kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli
tahun anggaran berkenaan.

26. Ketentuan Pasal 192 avat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 192

(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat
(1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun oleh
pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
berada di SKPD yvang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran,
b. Neraca,



c. Laporan Operasiomal;
d, Laporan Perubahan Ekuitas; dan
e. Catatan Atas Laporan Keuangan,

(4] Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilampin
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 193 avat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 193

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara
menggabungkan laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 192 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

(2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBED.

(3} Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca,

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

SR

(4} Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan.

(5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan BUMD/perusahaan daerah.

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati
dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(7} Penvusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



28.

29,

30.

Ketentuan diantara pasal 193 dan pasal 194 disisipkan 1 (satu) pasal vaitu
Pasal 193A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 193A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat
(3] huruf a, disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 217

Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang
tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan
pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Lavanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Diantara BAB XIV dan BAB XV ditambah Bab XIVA dan diantara pasal
Pasal 218 dan Pasal 219 ditambah Pasal 218A, Pasal 218B dan 218C,
sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut :

BAB XIVA
PENGELOLAAN DANA BOS
Pasal 218A
Dana BOS dapat berasal dari :
a. Pemerintah Pusat; dan/atau
b. Pemerintah Daerah.
Pasal 218B

(1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program
dan kegiatan.

(2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah,

(3) RKA-SKPD untuk program dan kegiatan dana BOS Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.

(4) RKA-PPKD untuk hibah dana BOS Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2) disusun oleh PPK.

Pasal 218C

(1) Dana BOS yvang berasal dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 218A huruf a, dilaksanakan dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Dana BOS dari Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218A huruf b diatur
dengan Peraturan Bupati.



Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD
JAMIAT AKADOL
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMEAS
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia tiap-tiap daerah diberi kewenangan dalam membentuk produk
hukum daerah, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayvanan kepada
masvarakat, Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam pembentukan
produk hukum daerah harus tetap selaras dengan peraturan perundang-
undangan sebagai upaya memberikan dasar hukum vang kuat dan efektif
kepada masyarakat.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, masih
terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap perubahan peraturan perundang-undangan diantaranya
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah vang lebih dilanjut diatur dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu disempurnakan.
Penyempurnaan tersebut antara lain menambah, mengubah, menyisipkan
serta menghapus ketentuan-ketentuan yvang diatur pada Peraturan Bupatfi
Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.

Pasal Il
Cukup jelas.
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